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Abstrak 

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan hukum 

dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan, 

pemajuan, dan penegakan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum 

internasional yang telah diratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM, baik melalui kebijakan legislatif, institusi 

penegakan HAM, maupun kerja sama internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi 

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis, 

seperti pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pengesahan undang-undang 

terkait HAM, dan pelaksanaan program-program edukasi HAM. Namun, tantangan seperti lemahnya 

implementasi hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kasus pelanggaran HAM yang belum 

terselesaikan menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum, 

optimalisasi peran lembaga penegak HAM, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menangani 

kasus pelanggaran HAM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan HAM di Indonesia 

dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: penegakan HAM, kebijakan pemerintah, pelanggaran HAM, Indonesia 

 

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM 

Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan 

liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan 

pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam 

menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam 

menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut; 

 

mailto:7775230004@untirta.ac.id
mailto:revikurnia75@gmail.com


 

2 
 

Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum Volume 4.1.2025  
Internasional Standard Serial Number  
(ISSN) LIPI 2830.4845 

1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia 

atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini 

dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini 

contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada 

Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak. 

 

2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan 

dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan 

yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap 

perempuan 

 

3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang 

nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum 

tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia. 

 

Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia adalah sebagai berikut; 

1. Hak untuk hidup. 

2. Hak berkeluarga. 

3. Hak memperoleh keadilan. 

4. Hak atas kebebasan pribadi. 

5. Hak kebebasan pribadi 

6. Hak atas rasa aman. 

7. Hak atas kesejahteraan. 

8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 

9. Hak wanita 

10. Hak anak 

Ha-hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM. 

 

Pengakuan dan Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
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Meskipun Republik Indonesia lahir sebelum diproklamirkannya UDHR, beberapa hak asasi dan 

kebebasan fundamental yang sangat penting sebenarnya sudah ada dan diakui dalam UUD 1945, baik hak 

rakyat maupun hak individu, namun pelaksanaan hak-hak individu tidak berlangsung sebagaimana 

mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda. Pada masa 

RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal 

formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 

1949. Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya 

penegakan HAM secara menyeluruh. 

 

Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesia menjadi negara 

kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. 

Pada masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik. Patut 

diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di 

masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh 

Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda 

oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada tahun 1952. 

 

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami kemunduran 

dalam penegakan HAM. Sampai tahun 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang 

menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian pada masa Orde Baru lebih parah lagi, 

Indonesia mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM di semua bidang yang diakui oleh UUD 

1945. Di tataran internasional, selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru, Indonesia mengesahkan 

tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak (1989). 

 

Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, 

yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan 

meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Komnas HAM 

dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya 

dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. 

Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu dinyatakan bersifat mandiri karena para anggotanya diangkat 
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secara langsung oleh presiden, besarnya kekuasaan presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan 

negara serta kondisi obyektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan 

Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti karena pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana. 

 

Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, 

yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. 

Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. 

Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-

undangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk 

pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut 

dibuat. 

Pada masa itu dikenal transitional justice, yang di Indonesia tampak disepakati sebagai keadilan dalam 

masa transisi, bukan hanya berkenaan dengan criminal justice (keadilan kriminal), melainkan juga 

bidang-bidang keadilan yang lain seperti constitutional justice (keadilan konstitusional), administrative 

justice (keadilan administratif), political justice (keadilan politik), economic justice (keadilan ekonomi), 

social justice (keadilan sosial), dan bahkan historical justice (keadilan sejarah). Meskipun demikian, 

perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada transitional criminal justice karena memang merupakan 

salah satu aspek transitional justice yang berdampak langsung pada dan menyangkut kepentingan dasar 

baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku pelanggaran HAM tersebut. Di samping itu, bentuk 

penegakan transitional criminal justice merupakan elemen yang sangat menentukan kualitas demokrasi 

yang pada kenyataannya sedang diupayakan. 

 

Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur 

yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial (di luar proses pengadilan). Jalur yudisial 

terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM 

ditujukan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000, 

sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi 

sebelum disahkannya UU No. 26 tahun 2000. 

 

Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) ditempuh 

untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat 
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yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian 

haruslah berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses 

demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan upaya penciptaan kehidupan 

Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan 

dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental. 

 

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh 

terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan 

pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan 

memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap 

orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam 

rangka menegakkan hukum. 

 

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah 

dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu 

dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, 

melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih 

terjadi. 

 

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan 

cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM 

oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan 

konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM 

dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh. 

 

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. 

Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM 

yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat 



 

6 
 

Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum Volume 4.1.2025  
Internasional Standard Serial Number  
(ISSN) LIPI 2830.4845 

dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus 

mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang 

memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang 

memberikan perlindungan hak asasi anak. 

Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh 

pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998. 

 

Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur 

pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam 

pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum. 

 

Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan 

represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran 

bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan 

yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat 

memperoleh keadilannya secara realistis. 

 

Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, 

golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian 

lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran 

HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu 

perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 

2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 

3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu 

saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 

4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. 

 



 

7 
 

Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum Volume 4.1.2025  
Internasional Standard Serial Number  
(ISSN) LIPI 2830.4845 

 

 

 

Tipe 

Pelecehan seksual terhadap anak mencakup berbagai pelanggaran seksual, termasuk: 

Pelecehan seksual - istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah 

dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, 

misalnya perkosaan (termasuk sodomi), dan penetrasi seksual dengan objek.[90] Termasuk sebagian 

besar negara bagian Amerika Serikat dalam definisi mereka tentang kekerasan seksual, ada kontak 

penetratif tubuh di bawah umur, bagaimanapun sedikit, jika kontak dilakukan untuk tujuan kepuasan 

seksual.[91] 

Eksploitasi seksual - istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana orang dewasa 

melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur untuk promosi, kepuasan seksual, atau keuntungan, 

misalnya melacurkan anak[92], dan menciptakan atau melakukan perdagangan pornografi anak.[93] 

Perawatan seksual - menentukan perilaku sosial dari pelaku seks anak yang potensial yang berusaha untuk 

membuat mereka menerima rayuan yang lebih sedikit, misalnya di ruang bincang-bincang daring.[94] 

 

15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 

tahun (1998 – 2013)  

1. Perkosaan 

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau 

mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan ataubenda-benda lainnya.Serangan dilakukan dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan 

mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.  Pencabulan adalah istilah lain dari 

perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan 

diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum 

mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.  

2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan 

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada 

perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui 

surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkosaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sodomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#cite_note-90
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#cite_note-91
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi_seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#cite_note-92
https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi_anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#cite_note-93
https://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#cite_note-94
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3. Pelecehan Seksual 

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas 

korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi 

pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat 

yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan 

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 

4. Eksploitasi Seksual 

Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan 

kepuasan seksual, maupun untukmemperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan 

lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan 

sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. 

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari 

perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming 

ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status 

perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak 

pelaku, agar ia dinikahi. 

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual 

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat 

terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun 

eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara. 

6. Prostitusi Paksa 

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 

Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak 

berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau 

ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan 

perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual. 

7. Perbudakan Seksual 

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan 

apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. 
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Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani 

rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. 

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung 

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada 

beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika 

perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia 

menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia 

kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi 

pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai 

gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin 

bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak 

suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan 

untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah 

talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun 

masih ditemukan di berbagai daerah. 

9. Pemaksaan Kehamilan 

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan 

kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan 

yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi 

istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak 

kehamilannya. 

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap 

kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap 

seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu 

populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya. 

10. Pemaksaan Aborsi 

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak 

lain. 

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi 
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Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan 

utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap 

hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk 

menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, 

kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS 

dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan 

penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi 

dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus 

kehamilannya. 

 

 

12. Penyiksaan Seksual 

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk 

memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas 

suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan 

seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada 

diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut 

ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum. 

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa 

yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-

hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar 

norma-norma kesusilaan. 

14.Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan ataumendiskriminasi perempuan 

Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual 

dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini 

dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan 

perempuan.Sunat perempuan adalah salah satu contohnya. 

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama 
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Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, 

membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai 

pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. 

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung 

maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-

simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu 

bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang 

memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan 

berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang 

pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan 

yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan 

agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman 

badan lainnya. 

 

 

 

HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL 

Pasal 287  ayat (1) KUHP  berbunyi: 

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar     perkawinan, padahal diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia 

belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

            Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi 

sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapakan dalam pasal 

291 KUHP.[2] 

 

Pasal 292 KUHP: 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya 

atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun.”[3] 

file:///D:/17%20(G)/sripsi%20orang/skripsi%20kak%20cut%20eva/BAB%20DUA.doc%23_ftn2
file:///D:/17%20(G)/sripsi%20orang/skripsi%20kak%20cut%20eva/BAB%20DUA.doc%23_ftn3
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            Sedangkan di dalam  Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua 

pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah 

umur yaitu pasal 81 dan pasal 82. 

Pasal 81 yang bunyinya: 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman  kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Pasal 82 yang bunyinya: 

       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau  ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).[4] 

 

 

Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan: 

  

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul.” 

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35/2014 sebagai berikut:  

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 

pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

LEMBAGA HAM 

a. Komnas HAM 

file:///D:/17%20(G)/sripsi%20orang/skripsi%20kak%20cut%20eva/BAB%20DUA.doc%23_ftn4


 

13 
 

Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum Volume 4.1.2025  
Internasional Standard Serial Number  
(ISSN) LIPI 2830.4845 

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. 

Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia 

internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya 

UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas 

HAM ( Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus 

menyesuaikan dengan UURI Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan: 

1)   membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 

2)   meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia 

Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

b. Pengadilan HAM 

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan 

berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap 

pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompk bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Cara yang 

dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya ; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan 

fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang 

bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya: 

1)   pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan; 

2)   pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

3)   perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang 

melanggar ketentuan pokok hukum internasional; 

4)   perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau 

sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 
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5)   penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham 

politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal 

sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 

6)   penghilangan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, atau penculikan disertai penolakan 

pengakuan melakukan tindakan tersebut dan pemberian informasi tentang nasib dan keberadaan korban 

dengan maksud melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu yang panjang); 

 

c. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Komisi National Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak 

yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. 

Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik 

ekonomi maupun seksual, penelantaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan 

perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

 

d. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 

1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya 

dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen 

dan bertujuan: 

a.   menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

b.   mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

c.   Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 

dan hak asasi perempuan. 

 

HUKUMAN PERADILAN ANAK 

(pasal 45, 46 dan 47 KUHP ) ancaman pidananya max 15 tahun. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 

16 tahun, atau belum pernah kawin ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari orang dewasa. 

Dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 lebih lunak. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 18 tahun 

atau belum pernah kawin. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak  setengah dari orang dewasa. 
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Hukuman maksimal adalah 10 tahun, jadi anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dijatuhkan 

hukuman mati.  

 

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum 

mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana 

telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi 

belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. 

Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana  jika masih dapat dibina maka 

penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tsb 

tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial setelah mendapat 

pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Dirjen.Pemasyarakatan)  


